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Perlindungan indikasi geografis diatur dalam Persetujuan TRIPs Pasal 22, 23, dan 24 yang mewajibkan
negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis guna memberikan perlindungan
hukum bagi produk-produk indikasi geografis dari praktek atau tindakan persaingan curang. Semenjak
Indonesia meratifikasi Persetujuan TRIPs tersebut maka hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dan
kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<br><br>

Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia belum berlaku efektif karena adanya pemahaman yang keliru
mengenai indikasi Geografis dan Indikasi Asal dalam Undang-undang Merek di Indonesia dengan
Persetujuan TRIPs dan WIPO, sehingga mengakibatkan sistem yang digunakan dalam mengatur indikasi
geografis sama dengan sistem merek baik dari segi pemahaman maupun pendaftaran serta pengumuman.
<br><br>

Kekeliruan pemahaman ini pula yang mengakibatkan sulitnya membuat Peraturan Pemerintah sebagai
peraturan pel aksana undang-undang. Bahwa kebutuhan akan perlindungan indikasi geografis di Indonesia
sangat mendesak mengingat Indonesia mempunyai potensi penghasil produk-produk indikasi geografis
seperti kopi Torgja, Marquisan Medan dan lainnya. Dan karena belum efektifnya pengaturan tentang
Indikasi Geografis di Indonesia, maka permasal ahan-permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan
indikasi geografistidak dapat ditangani secara baik yaitu seperti kopi torgja didaftarkan sebagai merek di
Amerika oleh Key Coffee dengan menggunakan logo rumah torgja. Kasus ini tidak dapat diselesaikan
karena pengaturan indikasi geografis belum berlaku efektif.
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